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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kuala  Kurun  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam sidang  Hakim  Tunggal,  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

antara:

Pemohon I,  tempat  dan tanggal  lahir  Kuala  Kapuas,  10  September

1984,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Jalan

XXXXX, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung

Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini

menggunakan  domisili  elektronik

iyanbasri458@gmail.com, sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon II,  tempat dan tanggal  lahir  Tumbang Miwan,  26 Oktober

1989,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Jalan

XXXXX, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung

Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini

menggunakan  domisili  elektronik

iyanbasri458@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat  permohonannya

tertanggal 21  Maret  2022 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Kuala  Kurun  pada  tanggal  21  Maret  2022  dengan  Register  Nomor
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15/Pdt.P/2022/PA.Kkn,  telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat tanggal 12 Februari 2008, Pemohon I dan Pemohon II

telah  melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di  XXXXX,

Kabupaten  Gunung  Mas,  di  hadapan  seorang  penghulu  kampung

bernama NAMA;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung

Pemohon II yang bernama NAMA

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

a. NAMA;

b. NAMA;

Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu

rupiah) dibayar tunai; 

3. Bahwa pada saat  pernikahan tersebut  Pemohon I  berstatus jejaka dan

Pemohon II berstatus janda mati;

4. Bahwa  antara Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  pertalian  nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

5. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

bertempat  tinggal  di  XXXXX,  Kabupaten  Gunung  Mas,  tidak  pernah

bercerai  dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami  istri,  dan

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

5.1 NAMA, tanggal lahir 27 November 2010; 

5.2 NAMA, tanggal lahir 06 Juli 2015; 

5.3 NAMA, tanggal lahir 20 Januari 2018;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri  lain selain Pemohon II,  begitu

juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon

I; 
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7. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  tidak pernah melaporkan kehendak

untuk  menikah  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan

Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I  dan Pemohon II  tentang

hukum, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Penetapan  Nikah  dari  Pengadilan  Agama  Kuala  Kurun guna  dijadikan

dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kurun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk  menjatuhkan  Penetapan  yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Pemohon  I)  dengan

Pemohon  II  (Pemohon  II)  yang  dilaksanakan  pada  Jumat  tanggal 12

Februari 2008;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  hari sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  datang  menghadap  di  persidangan dan  menyatakan  mencabut

permohonannya tersebut secara lisan;

Bahwa  untuk  meringkas  uraian  Penetapan  ini,  maka  untuk

selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara
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sidang  perkara  ini  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah

mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  pencabutan  tersebut

tidak  bertentangan  dengan  hukum,  maka  permohonan  tersebut  patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada

Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  Permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

15/Pdt.P/2022/PA.Kkn dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini  dijatuhkan pada hari  Senin, tanggal 11 April

2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh saya

Rahimah, S.H.I.,  M.H. sebagai  Hakim. Penetapan tersebut  diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu
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juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Hakim,

Rahimah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.  Pendaftaran : Rp 30.000,00

2.  Proses : Rp 100.000,00

3.  Panggilan : Rp 0,00

4.  PNBP : Rp 20.000,00

5.  Redaksi : Rp 10.000,00

6.  Meterai             : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 170.000,00

Terbilang : seratus tujuh puluh ribu rupiah.
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